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ABSTRAK:

CATATAN:

Sesuai dengan standar dalam pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan
dan percepatan kualitas infrastruktur, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
bebas, adil, jujur dari korupsi, nepotisme dan kolusi pada pelayanan publik.
Sehingga, dengan maksud tersebut, di buatlah peraturan perundang-undangan dan
kebijakan mengenai keuangan daerah mengenai pengelolaan pokok-pokok
keuangan daerah disertai dengan landasan yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun
2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU
No.33 Tahun 2004; PP No.24 Tahun 2004; PP No.23 Tahun 2005; PP No.24 Tahun
2005; PP No.54 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.57
Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP
No.38 Tahun 2007; Perda Kab.Kutai Kartanegara No.11 Tahun 2008.

Peraturan ini berisi mengenai Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah dalam
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2010 yang berisi ketentuan umum, kekuasaan
pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur apbd, penetapan apbd,
pelaksanaa apbd, perubahan apbd, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan
daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan apbd,
pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah,
pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, pengelolaan belanja kpud dan
panwasda, pengadaan barang dan jasa, pengaturan pengelolaan keuangan daerah,
ketentuan peralihan dan penutup disertai penjelasan dalam setiap pokok pokok
yang telah disebutkan dalam undang-undang tersebut.

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2010.

Yang di cabut : Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah; Perda Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perda
Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
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